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KATA PENGANTAR 
 

Syukur Alhamdulillah kami panjakan  kami  panjatkan  kehadirat  Allah SWT,  yang  

telah memberikan  rahmat  serta karunianya  atas tersusunnya  penetapan  kinerja  tahun  

2018  dan rencana  kinerja  2019  yang merupakan  dukumen  Pengadilan Agama Ternate 

Kelas IB,  dengan  maksud  dan  tujuan  untuk  memperoleh  informasi  dalam  

menyelenggarakan  manajemen  kinerja  yang  baik  dan  benar,di  samping  itu  juga  

memperoleh  ukuran  keberhasilan  dari  penyampaian  suatu  tujuan  dan  sasaran  strategi  

organisasi  yang digunakan. 

Dalam  rangka  peningkatan  akuntabilitas  kinerja  instansi,  maka  setiap  instansi  

pemerintah  di  tuntut  untuk  menetapkan  kinerja  tahun  2017  dan  rencana  kinerja  2018  

di  lingkungan  masing-masing. Tuntunan demikian  sangat  beralasan  karena  sering  kali  

terjadi  ketidakselarasan  dalam  penetapan  kinerja  tahun  2018  dalam  rencana  kinerja  

2019  sehingga  hasil  yang  yang  di sajikan  tidak  sesuai  dengan  perencanaan  instansi  

diatasnya, bahkan  dengan  perencanaan  nasional.  

Kami  menyadari  penetapan  kinerja  tahun  2018  dan rencana  kinerja  2019  ini 

masih banyak  kekurangannya  meskipun  demikian,  kami  berharap  dengan  penetapan  ini  

semua  kebijakan  program  dan  kegiatan  yang  kami  susun  mengarah  pada  tujuan  dan  

sasaran  yang  telah  di  sepakati  dan  dapat  dijadikan  pedoman  bagi  yang  

memerlukannya,  untuk  mendukung  pencapaian  visi  dan  misi  Pengadila Agama Ternate 

Kelas IB   

 

Ternate, 11 Januari 2018 

Ketua Pegadilan Agama Ternate Kelas IB  

 

 

 

Drs. H. Mukhtar, SH. MH  
NIP. 19631115 199103 1 002 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. LATAR BELAKANG  
 

Berjalannya  waktu  dan  seiring  perkembangan  dinamika  hukum  dan  masyarakat  

yang  semakin  dimamis,  kompleks  dan didukung  keterbukaan  komunikasi  dan  informasi,  

tantangan  yang  di  hadapi  Pengadilan  Agama Ternate  adalah  untuk  lebih  berperan  aktif  

dan  menunjukan  peran  dirinya  dimasyarakat  serta  dituntut  kepeloporan  dalam  

perubahan-perubahan  yang  cerdas,  inovatif  dan  cerdas. 

                        

 Dalam  pelaksanaan  tugas  dan fungsi  Pengadilan  Agama Ternate Kelas IB  dijiwai  

oleh  semangat  dan  komitmen  untuk  melakukan  reformasi  dirinya  pada  sektor  yang  

sangat  berkait  erat  dengan  pelayanan  masyarakat  dalam  rangka  mewujutkan  

pembaharuan  dan  perbaikan  terhadap  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  

peradilan. 

    

Dan juga dilatarbelakangi  adanya  kebutuhan  akan  media  perencanaan  yang  

dapat  mengikat  instansi  pemeritah  agar  mampu  mewujutkan  suatu  kinerja  yang  telah  

disepakati  dengan  mengunakan  sumber  daya  yang  dialokasikan. 

  

B. MAKSUD DAN TUJUAN 
  
Penetapan Kinerja Tahun 2018 dan Rencana  kinerja  Tahun 2019 mempunyai  

maksud  dan  tujuan  untuk  menjadi  dasar  dalam  menetapkan  kinerja  tahunan  sehingga  

dapat  menciptakan  tolak  ukur  kinerja  sebagai  alat  untuk menilai keberhasilan/kegagalan 

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan juga untuk meningkatkan  Akuntabilitas,  

Transparansi  dan  Kinerja  Aparatur. 
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BAB II 
PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 

 
 
 Rencana Strategi 2015-2019 Pengadilan Agama Ternate Kelas IB sebagai Rencana 

Jangka Pembangunan Menengah (RJPM) yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai 

pedoman perencanaan jangka pendek yang dibuat pada setiap tahun anggaran.  

 Merealisasikan tahapan perencanaan 5 tahun tersebut, Pengadilan Agama Ternate 

Kelas IB telah menyusun  rencana  kinerja (RKT)  2019  dan Penetapan kinerja tahun 2018 

sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

yang diupayakan  seiring dan  sejalan  pasca  diberlakukan  reformasi  birokrasi  jilid II. 

 Rencana  kinerja  tahun  2019  ini  di  buat  pada awal  tahun  2018 sebagai  acuan  

untuk  melakukan  penyusunan  rencana  kinerja  anggaran dan  penetapan  kinerja  tahun  

2018  sekaligus  berfungsi  sebagai  bahan  evaluasi  capaian target  kinerja  Pengadilan  

Agama  Ternate Kelas IB  dalam  memberikan  pelayanan  teknis peradilan  berbasis  jaminan  

kepastian  hukum  bagi  masyarakat  pencari  keadilan  dan  pelayanan  dukungan  teknis  

lainnya,  selama  satu  tahun  kinerja.  Selanjutnya  dapat  direview  sebagai  upaya  

perbaikan  menuju  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  Pengadilan  Agama  Ternate Kelas IB  

yang  lebih  optimal  kedepan. Adapun  penetapan  kinerja  tahun  2018  dan  rencana  kinerja  

tahun  2019  Pengadilan Agama Ternate Kelas IB  adalah  sebagaimana  yang  terlampir  

dalam  matriks 
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BAB III 
PENUTUP 

 

 Belum optimalnya beberapa standar Kinerja Pelayanan, dan kelemahan  sumber 

daya manusia (SDM),  mengakibatkan Pengadilan Agama Ternate Kelas IB dalam Menyusun 

rencana Kinerja dan menetapkan target pencapaian kinerja masih perlu perbaikan, dengan 

tujuan  agar mendorong kemampuan  potensi SDM yang ada untuk   maju dan berusaha 

lebih maksimal menuju terwujudnya  Pengadilan Agama Ternate Kelas IB Yang Agung.   

 
 Diharapkan pada pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang 

diimplementasikan dalam Rencana Kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IB Tahun 2019, 

dapat memberikan kemajuan yang berarti bagi terwujudnya Visi Misi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia. 
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PERNYATAAN PENETAPAN 
KINERJA PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS IB 

 
 
 
 
  
 
 
 

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018 
 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta 
berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:  
  

Nama                       : Drs. H. Mukhtar, SH. MH  
Jabatan                    : Ketua Pengadilan Agama Ternate Kelas IB  
  

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA.  
  

Nama                       : Dr. H. Abu Huraerah, S.H., MH. 
Jabatan                    : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara  
  

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA.  
  
Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran 
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan 
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi 
tanggung jawab pihak pertama.  
 
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas 
kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.  
  
 
 
 

Ternate, 11 Februari 2018 
 
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara Ketua Pengadilan Agama Ternate Kelas IB  
 
 
  
  
Dr. H. Abu Huraerah, S.H., MH. Drs. H. Mukhtar, SH. MH   
NIP. 19551231 198203 1 397                                                 NIP. 19631115 199103 1 002 
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PENETAPAN KINERJA KINERJA UTAMA 
PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS IB TAHUN 2018 

 
 

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN 
PENANGGUNG 

JAWAB 
SUMBER 

DATA 

1. Terwujudnya 
Proses 
Peradilan 
yang Pasti, 
Transparan 
dan 
Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara 
yang diselesaikan         

  

 

 
 
Catatan : 
Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya 

Panitera Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 

b. Persentase perkara 
yang diselesaikan 
tepat waktu 

 
 

 

Catatan : 

 Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus 
diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) 

 Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima 
tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya 

 Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun 

berjalan 
 

Panitera Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 

c. Persentase penurunan 
sisa perkara. 

 

 

 

 

 
 
 
Tn        =  Sisa perkara tahun berjalan 
Tn.1  =  Sisa perkara tahun sebelumnya 
 
Catatan: 
Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan 

Panitera 
 

Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 

 

x 100% 

                                       x 100% 

 

x 100% 
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  d. Persentase perkara yang 
Tidak Mengajukan 
Upaya Hukum : 
 Banding 
 Kasasi 
 PK 

 
 

Catatan : 

 Upaya hukum = Banding, kasasi, PK 

 Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka 
semakin puas atas putusan pengadilan 

Panitera Laporan Bulanan 
dan 

Laporan Tahunan 

  e. Index responden 
pencari keadilan yang 
puas terhadap layanan 
peradilan 

 
Index Kepuasan Pencari Keadilan 

 
Catatan : 
PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang 
Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan 
Instansi Pemerintah 
sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang 
Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik 

Panitera Laporan 
Semesteran dan 

Laporan Tahunan 

2. Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara  

 

a. Persentase Isi putusan 

yang diterima oleh para 

pihak tepat waktu 

 

 

 
 

Panitera Laporan Bulanan 
dan 

Laporan Tahunan 

b. Persentase Perkara 

yang Diselesaikan 

melalui Mediasi 

 
 
 
 
Catatan : 
Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

 

Panitera 
 

 

 

Laporan Bulanan 
dan 

Laporan Tahunan 

c. Persentase berkas 
perkara yang 
dimohonkan Banding, 
Kasasi dan PK yang 
diajukan secara lengkap 
dan tepat waktu 

 
        Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap 
 
                        Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum 

Panitera 
 

 

 

Laporan Bulanan 
dan 

Laporan Tahunan 

 

x 100% 

x 100% 

 

 

x 100% 

x 100% 
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  d. Persentase putusan  
yang menarik perhatian 
masyarakat (ekonomi 
syariah ) yang dapat 
diakses secara online 
dalam waktu 1 hari 
sejak diputus 

 
Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah 

yang di upload dalam website 
 

jumlah putusan perkara 

Panitera Laporan Bulanan 
dan 

Laporan Tahunan 

3. Meningkatnya 
Akses 
Peradilan 
bagi 
Masyarakat 
Miskin dan 
Terpinggirkan 

a. Persentase Perkara 
Prodeo yang 
diselesaikan 

 
 
 
 

 
 
 
 
Catatan : 
Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi 
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 
 

Dirjen: 
Badilum, 

Badilag, TUN 
dan Panitera 

Laporan Bulanan 
dan 

Laporan Tahunan 

b. Persentase Perkara yang 
diselesaikan di luar 
Gedung Pengadilan 

 
 
 
 
 
Catatan : 

 Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi 
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 

 Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor 
pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 

Dirjen: 
Badilum, 

Badilag dan 
Badilmiltun 

Laporan Bulanan 
dan 

Laporan Tahunan 

c. Persentase Perkara 
Permohonan (Voluntair) 
Identitas Hukum 

 

 

 

Catatan : 

 Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan 
Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan 
akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. 

 Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemerikasaan perkara 

Ketua 
Pengadilan 

Laporan Bulanan 
dan 

Laporan Tahunan 

 

x 100% 

 

x 100% 

 

x 100% 

x 100% 
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Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. 

 Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. 

 Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama 
dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 

d. Persentase Pencari 
Keadilan Golongan 
Tertentu yang 
Mendapat Layanan 
Bantuan Hukum 
(Posbakum) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Catatan : 

 PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi 
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 

 Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 
 
 

Panitera Laporan Bulanan 
dan 

Laporan Tahunan 

4. Meningkatnya 
Kepatuhan 
Terhadap 
Putusan 
Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara 
Perdata yang Ditindaklanjuti 
(dieksekusi). 

 
Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti 

 
Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT 

 
Catatan : 
BHT : Berkekuatan Hukum Tetap 
 

Panitera Laporan Bulanan 
dan 

Laporan Tahunan 

 

 

x 100% 

x 100% 
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Jumlah Anggaran :  

1. Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung : Rp. 4.378.962.000,- 
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung : Rp. 32.000.000,-  
3. Program peningkatan Manajemen Peradilan Agama : Rp. 159.000.000,-  

 

Ternate, 11 Februari 2018 

Ketua Pengadilan Agama Ternate Kelas IB  

 

 

Drs. H. Mukhtar, SH. MH  
NIP. 19631115 199103 1 002 
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RENCANA KINERJA KINERJA UTAMA 
PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS IB TAHUN 2019 

 

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN 
PENANGGUNG 

JAWAB 
SUMBER 

DATA 

1. Terwujudnya 
Proses 
Peradilan 
yang Pasti, 
Transparan 
dan 
Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara 
yang diselesaikan         

  

 

 
 
Catatan : 
Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya 

Panitera Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu 

 
 

 

Catatan : 

 Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus 
diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) 

 Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima 
tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya 

 Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun 

berjalan 
 

Panitera Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 

c. Persentase penurunan sisa 
perkara. 

 

 

 

 

 
 
 
Tn        =  Sisa perkara tahun berjalan 
Tn.1  =  Sisa perkara tahun sebelumnya 
 
Catatan: 
Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan 

Panitera 
 

Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 

 

x 100% 

                                       x 100% 

 

x 100% 
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  d. Persentase perkara yang 
Tidak Mengajukan Upaya 
Hukum : 

 Banding 
 Kasasi 
 PK 

 
 

Catatan : 

 Upaya hukum = Banding, kasasi, PK 

 Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka 
semakin puas atas putusan pengadilan 

Panitera Laporan Bulanan 
dan 

Laporan Tahunan 

  e. Index responden pencari 
keadilan yang puas 
terhadap layanan 
peradilan 

 
Index Kepuasan Pencari Keadilan 

 
Catatan : 
PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang 
Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan 
Instansi Pemerintah 
sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang 
Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik 

Panitera Laporan 
Semesteran dan 

Laporan Tahunan 

2. Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara  

 

a. Persentase Isi putusan 

yang diterima oleh para 

pihak tepat waktu 

 

 

 
 

Panitera Laporan Bulanan 
dan 

Laporan Tahunan 

b. Persentase Perkara yang 

Diselesaikan melalui 

Mediasi 

 
 
 
 
Catatan : 
Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

 

Panitera 
 

 

 

Laporan Bulanan 
dan 

Laporan Tahunan 

c. Persentase berkas perkara 

yang dimohonkan 

Banding, Kasasi dan PK 

yang diajukan secara 

lengkap dan tepat waktu 

 
        Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap 
 
                        Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum 

Panitera 
 

 

Laporan Bulanan 
dan 

Laporan Tahunan 

 

x 100% 

x 100% 

 

 

x 100% 

x 100% 



15 
 

 

  d. Persentase putusan  yang 

menarik perhatian 

masyarakat (ekonomi 

syariah ) yang dapat 

diakses secara online 

dalam waktu 1 hari sejak 

diputus 

 
Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah 

yang di upload dalam website 
 

jumlah putusan perkara 

Panitera Laporan Bulanan 
dan 

Laporan Tahunan 

3. Meningkatnya 
Akses 
Peradilan 
bagi 
Masyarakat 
Miskin dan 
Terpinggirkan 

a. Persentase Perkara 
Prodeo yang diselesaikan 

 
 
 
 

 
 
 
 
Catatan : 
Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi 
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 
 

Dirjen: 
Badilum, 

Badilag, TUN 
dan Panitera 

Laporan Bulanan 
dan 

Laporan Tahunan 

b. Persentase Perkara yang 
diselesaikan di luar 
Gedung Pengadilan 

 
 
 
 
 
Catatan : 

 Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi 
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 

 Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor 
pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 

Dirjen: 
Badilum, 

Badilag dan 
Badilmiltun 

Laporan Bulanan 
dan 

Laporan Tahunan 

 

x 100% 

 

x 100% 

x 100% 
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c. Persentase Perkara 
Permohonan (Voluntair) 
Identitas Hukum 

 

 

 

Catatan : 

 Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan 
Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan 
akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. 

 Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemerikasaan perkara 
Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. 

 Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. 

 Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama 
dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 

Ketua 
Pengadilan 

Laporan Bulanan 
dan 

Laporan Tahunan 

d. Persentase Pencari 
Keadilan Golongan 
Tertentu yang Mendapat 
Layanan Bantuan Hukum 
(Posbakum) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Catatan : 

 PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi 
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 

 Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 
 
 

Panitera Laporan Bulanan 
dan 

Laporan Tahunan 

4. Meningkatnya 
Kepatuhan 
Terhadap 
Putusan 
Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara 
Perdata yang Ditindaklanjuti 
(dieksekusi). 

 
Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti 

 
Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT 

 
Catatan : 
BHT : Berkekuatan Hukum Tetap 
 

Panitera Laporan Bulanan 
dan 

Laporan Tahunan 

 

 

x 100% 

 

x 100% 

x 100% 
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Jumlah Anggaran yang direngganakan tahun 2019 :  

4. Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung : Rp. 
4.378.962.000,- 

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung : Rp. 800.000.000,-  
6. Program peningkatan Manajemen Peradilan Agama : Rp. 159.000.000,-  

 

Ternate, 11 Februari 2018 

Ketua Pengadilan Agama Ternate 

Kelas IB  

 

 

Drs. H. Mukhtar, SH. MH  
NIP. 19631115 199103 1 002 


